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ABSTRACT 

Inclusive employment policy in Palangka Raya City has not yet been able to provide equal employment access for 

persons with disabilities, particularly women. Various structural and substantive barriers continue to limit their 

participation in the formal labor sector. This study aims to analyze the implementation of inclusive employment policy 

and to examine the forms of marginalization experienced by women with disabilities. The study employed a qualitative 

approach using a case study design. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document 

analysis involving nine informants directly related to policy implementation. The analysis was conducted using 

George C. Edwards III’s policy implementation model, which includes communication, resources, disposition, and 

bureaucratic structure, and was strengthened by Kimberlé Crenshaw’s intersectionality perspective. The findings 

reveal that policy implementation has not been carried out optimally due to ineffective policy communication, limited 

resources, weak institutional support, and the absence of local technical regulations. Under these conditions, women 

with disabilities experience multiple forms of marginalization resulting from the intersection of gender, disability, and 

weaknesses in policy implementation. This study highlights the importance of strengthening institutional capacity and 

developing policies that are more responsive to gender and disability vulnerabilities. 

 

Keywords: Inclusive Employment Policy; Triple Marginalization;  Women With Disabilities. 

ABSTRAK 

Kebijakan ketenagakerjaan inklusif di Kota Palangka Raya masih belum mampu memberikan akses kerja yang setara 

bagi penyandang disabilitas, khususnya perempuan. Berbagai hambatan struktural dan substantif masih membatasi 

keterlibatan kelompok ini dalam dunia kerja formal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi 

kebijakan ketenagakerjaan inklusif serta memahami bentuk marginalisasi yang dialami perempuan penyandang 

disabilitas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui 

wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap sembilan informan yang terlibat dalam 

implementasi kebijakan. Analisis dilakukan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III yang 

mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta diperkuat dengan perspektif 

interseksionalitas Kimberlé Crenshaw. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan 

optimal akibat lemahnya komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya, rendahnya dukungan kelembagaan, dan 

belum tersedianya regulasi teknis daerah. Dalam kondisi tersebut, perempuan penyandang disabilitas mengalami 

marginalisasi berlapis akibat persilangan faktor gender, disabilitas, dan kelemahan implementasi kebijakan. Penelitian 

ini menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan dan pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap 

kerentanan gender dan disabilitas. 

 

Kata Kunci: Kebijakan Ketenagakerjaan Inklusif; Perempuan Penyandang Disabilitas; Triple Marginalisasi. 

 

I. PENDAHULUAN   

Upaya mewujudkan pekerjaan yang layak 

dan inklusif bagi seluruh kelompok 

masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, 

telah menjadi agenda global dalam 

https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20210422061579623
https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20210418481421340
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pembangunan berkelanjutan. Komitmen ini 

ditegaskan melalui Convention on the Rights 

of Persons with Disabilities (CRPD) yang 

menjamin hak atas pekerjaan yang setara dan 

bebas diskriminasi (United Nations, 2006), 

serta diperkuat oleh agenda decent work yang 

diusung oleh Organisasi Perburuhan 

Internasional (ILO) untuk memastikan akses 

terhadap pekerjaan yang produktif, aman, dan 

berkeadilan (Gunawan & Rezki, 2022). 

Sejumlah kajian empiris juga mulai 

menekankan pentingnya pendekatan disability-

inclusive employment sebagai strategi untuk 

meningkatkan partisipasi penyandang 

disabilitas dalam pasar kerja sekaligus 

mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi 

(Shaw et al., 2022; Chan & Hutchings, 2023). 

Meskipun kerangka normatif tersebut 

berkembang secara progresif, 

implementasinya di berbagai negara 

berkembang masih menghadapi berbagai 

tantangan seperti keterbatasan sumber daya, 

lemahnya koordinasi antar lembaga, dan 

rendahnya komitmen organisasi (Chan & 

Hutchings, 2023). Selain itu, kesenjangan 

antara kebijakan formal dan praktik di 

lapangan menunjukkan bahwa prinsip 

inklusivitas belum sepenuhnya terwujud, 

termasuk di tingkat daerah yang masih 

menghadapi keterbatasan kapasitas 

kelembagaan dan fasilitas aksesibel (Sirait et 

al., 2024). 

Di Indonesia, kerangka regulasi terkait 

disabilitas telah berkembang sejak ratifikasi 

CRPD melalui Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2011, yang 

kemudian diperkuat melalui Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 

tentang penyandang disabilitas, yang 

menjamin hak atas pekerjaan, kesetaraan 

upah, serta akomodasi yang layak. Selain itu, 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 

mengatur pembentukan Unit Layanan 

Disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan. 

Namun demikian, berbagai studi 

menunjukkan bahwa keberadaan regulasi 

tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh 

implementasi yang efektif di tingkat daerah 

(Warganegara et al., 2025; Sirait et al., 2024). 

Secara empiris, partisipasi penyandang 

disabilitas dalam dunia kerja di Indonesia 

masih tergolong rendah. Data Kementerian 

Sosial RI (2024) menunjukkan bahwa 

partisipasi penyandang disabilitas dalam 

angkatan kerja masih terbatas, dan kondisi ini 

menjadi lebih kompleks ketika dilihat dari 

perbedaan gender. Perempuan penyandang 

disabilitas tidak hanya menghadapi hambatan 

struktural, tetapi juga sosial dan kultural, yang 

membatasi akses mereka terhadap pekerjaan 

yang layak. Rendahnya partisipasi angkatan 

kerja perempuan di Indonesia yang 

dipengaruhi oleh ketimpangan gender dalam 

pasar kerja (Dewi & Arisetyawan, 2025). 

Temuan ini mengindikasikan bahwa peluang 

kerja bagi penyandang disabilitas ditentukan 

oleh interaksi kompleks antara faktor 

individu, hambatan sosial, serta struktur pasar 

kerja (Chan & Hutchings, 2023; Lu et al., 2024). 

Untuk memahami kesenjangan antara 

kebijakan dan praktik tersebut, diperlukan 

kerangka analisis yang mampu menjelaskan 

faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan 

implementasi kebijakan. Penelitian ini 

menggunakan model implementasi kebijakan 

dari George C. Edwards III yang menekankan 

bahwa keberhasilan implementasi sangat 

dipengaruhi oleh empat aspek utama, yaitu 

komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap 

pelaksana, dan struktur birokrasi (Mertina et 

al., 2025). Namun, pendekatan ini cenderung 

berfokus pada dimensi struktural dan 

administratif, sehingga belum mampu 

menjelaskan bagaimana dampak kebijakan 

dirasakan oleh berbagai kelompok sosial. 

Dengan demikian, analisis implementasi perlu 

mempertimbangkan perspektif 

interseksionalitas dalam memahami distribusi 

akses kebijakan (Mac-Seing et al., 2021). 

Dalam konteks tersebut, perspektif 

interseksionalitas menegaskan bahwa 

pengalaman ketidaksetaraan tidak bersifat 

tunggal, melainkan terbentuk melalui 

persilangan berbagai identitas sosial dan 
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struktur sosial, seperti gender dan disabilitas, 

yang menghasilkan bentuk marginalisasi 

berlapis, termasuk dalam konteks masyarakat 

Indonesia (Rai et al., 2020; Lestari & 

Kurniawan, 2025). Sejumlah studi 

menyebutkan bahwa perempuan penyandang 

disabilitas mengalami diskriminasi yang lebih 

kompleks akibat interaksi antara stigma 

disabilitas dan konstruksi sosial berbasis 

gender (Kumar et al., 2023; Abusalha, 2024). 

Dalam konteks lokal, Kota Palangka Raya 

dipilih sebagai lokasi penelitian karena 

merepresentasikan daerah di luar Pulau Jawa 

yang masih menghadapi keterbatasan dalam 

mengimplementasikan kebijakan inklusif. 

Keterbatasan akses terhadap pelatihan kerja, 

pekerjaan formal, serta fasilitas publik yang 

aksesibel menyebabkan sebagian penyandang 

disabilitas, khususnya perempuan, bertahan di 

sektor informal tanpa perlindungan sosial 

yang memadai (Deviyeni et al., 2023). Kondisi 

ini menegaskan bahwa kegagalan 

implementasi kebijakan tidak hanya bersifat 

administratif, tetapi juga menghasilkan 

dampak sosial yang berlapis. 

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa 

kajian implementasi kebijakan dan 

interseksionalitas umumnya masih dilakukan 

secara terpisah. Studi implementasi kebijakan 

lebih banyak menekankan efektivitas 

administratif, seperti koordinasi, sumber daya, 

dan kelembagaan, tanpa menjelaskan 

bagaimana kebijakan menghasilkan dampak 

yang berbeda terhadap kelompok sosial 

tertentu. Sebaliknya, kajian interseksionalitas 

cenderung berfokus pada pengalaman 

diskriminasi perempuan penyandang 

disabilitas tanpa mengaitkannya secara 

sistematis dengan proses implementasi 

kebijakan publik. Berbeda dengan penelitian 

sebelumnya yang menempatkan hambatan 

implementasi terutama sebagai persoalan 

administratif, penelitian ini menunjukkan 

bahwa kelemahan implementasi juga 

menghasilkan dampak sosial yang tidak setara 

terhadap perempuan penyandang disabilitas. 

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya 

mengisi kesenjangan tersebut dengan 

mengintegrasikan analisis implementasi 

kebijakan dan perspektif interseksionalitas 

guna memahami bagaimana kegagalan 

kebijakan tidak hanya terjadi secara 

administratif, tetapi juga menghasilkan 

marginalisasi berlapis terhadap perempuan 

penyandang disabilitas, khususnya di tingkat 

daerah. Berdasarkan uraian tersebut, 

penelitian ini bertujuan untuk: (1) 

menganalisis implementasi kebijakan 

ketenagakerjaan inklusif bagi perempuan 

penyandang disabilitas di Kota Palangka Raya; 

dan (2) mengkaji bagaimana kegagalan 

implementasi kebijakan tersebut menghasilkan 

dampak marginalisasi yang berlapis terhadap 

perempuan penyandang disabilitas. 

 

II. METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan desain studi kasus 

instrumental. Desain ini dipilih karena 

penelitian tidak hanya berfokus pada Kota 

Palangka Raya sebagai unit kasus, tetapi juga 

menggunakan kasus tersebut untuk 

memahami interaksi antara implementasi 

kebijakan dan interseksionalitas dalam 

ketenagakerjaan inklusif. Pendekatan ini 

relevan karena implementasi kebijakan 

merupakan proses yang kompleks dan 

dipengaruhi oleh dinamika sosial serta 

kelembagaan di tingkat lokal (Yanuardi et al., 

2022). Melalui studi kasus instrumental, 

penelitian dapat menggali bagaimana faktor 

gender, disabilitas, dan struktur birokrasi 

saling beririsan dalam memengaruhi 

pengalaman perempuan penyandang 

disabilitas dalam akses ketenagakerjaan (Lessy 

et al., 2021). 

Penelitian dilaksanakan di Kota Palangka 

Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, pada 

periode Januari hingga Februari 2026. 

Pemilihan lokasi didasarkan pada 

pertimbangan bahwa daerah tersebut telah 

memiliki kerangka kebijakan ketenagakerjaan 

inklusif secara normatif, namun 
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implementasinya masih menghadapi berbagai 

kendala. 

Informan penelitian dipilih menggunakan 

teknik purposive sampling berdasarkan kriteria: 

(1) memiliki pengalaman langsung dalam 

program ketenagakerjaan inklusif, (2) terlibat 

dalam implementasi kebijakan, dan (3) 

bersedia memberikan informasi secara 

mendalam. Jumlah informan ditentukan 

melalui prinsip kejenuhan data (data 

saturation), yaitu ketika wawancara tambahan 

tidak lagi menghasilkan informasi baru yang 

relevan. Penelitian ini melibatkan sembilan 

informan yang terdiri dari tiga kelompok 

utama, yaitu perempuan penyandang 

disabilitas sebagai sasaran kebijakan (5 orang), 

aparatur Dinas Ketenagakerjaan Kota 

Palangka Raya (2 orang), serta perwakilan 

organisasi penyandang disabilitas (2 orang). 

Perempuan penyandang disabilitas dipilih 

sebagai fokus karena mengalami kerentanan 

berlapis yang tidak sepenuhnya dapat 

dijelaskan melalui pendekatan implementasi 

kebijakan yang bersifat administratif. 

Data primer dikumpulkan melalui 

wawancara mendalam dan observasi. 

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur 

untuk menggali pengalaman, persepsi, dan 

pemahaman informan terkait praktik 

kebijakan ketenagakerjaan inklusif. Observasi 

dilakukan secara non-partisipatif di 

lingkungan instansi pemerintah, organisasi 

penyandang disabilitas, serta tempat kerja 

untuk mengamati secara langsung aspek 

aksesibilitas, interaksi sosial, dan praktik 

inklusi. Selain itu, data sekunder diperoleh 

melalui analisis terhadap dokumen kebijakan, 

laporan instansi, dan data ketenagakerjaan 

yang relevan. 

Data dianalisis secara tematik melalui 

beberapa tahapan, yaitu reduksi data, proses 

coding, kategorisasi, dan penarikan 

kesimpulan. Analisis dilakukan secara iteratif 

dengan mengaitkan temuan lapangan dengan 

kerangka teori implementasi kebijakan serta 

perspektif interseksionalitas. Proses coding 

memadukan pendekatan deduktif dan 

induktif, dengan kategori awal disusun 

berdasarkan model implementasi kebijakan 

(komunikasi, sumber daya, disposisi, dan 

struktur birokrasi), kemudian dikembangkan 

secara terbuka untuk menangkap tema-tema 

yang muncul dari data lapangan. 

Perspektif interseksionalitas digunakan 

sebagai lensa analisis untuk menelusuri 

interaksi antara gender dan disabilitas dalam 

setiap kategori. Pendekatan ini 

memungkinkan pengujian kerangka teoretis 

sekaligus mengidentifikasi dinamika empiris 

yang belum terakomodasi dalam model awal. 

Dengan demikian, analisis tidak hanya 

berfokus pada aspek struktural, tetapi juga 

mampu menangkap pengalaman sosial yang 

berlapis. 

Untuk meningkatkan kredibilitas dan 

keabsahan data, penelitian ini menggunakan 

teknik triangulasi metode dan triangulasi 

sumber. Triangulasi metode dilakukan dengan 

membandingkan data hasil wawancara, 

observasi, dan dokumentasi, sedangkan 

triangulasi sumber dilakukan dengan 

membandingkan informasi antar kelompok 

informan. Selain itu, dilakukan member 

checking kepada informan untuk memastikan 

kesesuaian antara hasil interpretasi peneliti 

dengan pengalaman yang disampaikan. 

Penelitian ini juga memperhatikan aspek etika 

dengan memastikan persetujuan informan 

(informed consent), serta menjaga kerahasiaan 

identitas informan. 
 

III. PEMBAHASAN 

Implementasi Kebijakan yang Masih 

Bersifat Administratif. Implementasi 

kebijakan ketenagakerjaan bagi penyandang 

disabilitas di Kota Palangka Raya masih 

berorientasi pada pemenuhan aspek 

administratif dan belum sepenuhnya 

menyentuh kebutuhan substantif kelompok 

sasaran. Meskipun pemerintah daerah telah 

mengacu pada regulasi nasional terkait 

ketenagakerjaan inklusif, pelaksanaannya di 

tingkat daerah masih terbatas dalam 

menjangkau penyandang disabilitas secara 
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langsung. Sosialisasi kebijakan lebih banyak 

diarahkan kepada perusahaan dibandingkan 

kepada penyandang disabilitas sebagai 

kelompok sasaran utama. Akibatnya, sebagian 

penyandang disabilitas tidak mengetahui 

keberadaan program maupun hak 

ketenagakerjaan yang tersedia. 

Terbatasnya akses informasi tersebut 

mempersempit peluang penyandang 

disabilitas untuk mengakses pekerjaan formal. 

Penyandang disabilitas yang memiliki jaringan 

sosial cenderung lebih mudah memperoleh 

informasi dibandingkan mereka yang 

memiliki keterbatasan mobilitas atau 

ketergantungan pada keluarga. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa distribusi informasi 

publik tidak berlangsung secara setara, tetapi 

sangat dipengaruhi oleh akses terhadap 

jaringan sosial informal. 

Kondisi ini diperparah oleh ketiadaan 

media informasi yang aksesibel, seperti 

layanan bahasa isyarat, media audio, maupun 

informasi visual adaptif. Situasi ini 

menyebabkan penyandang disabilitas sensorik 

menghadapi hambatan yang lebih besar 

dibandingkan penyandang disabilitas lainnya. 

Berbeda dengan (Zainudin et al., 2024) yang 

menempatkan lemahnya sosialisasi sebagai 

persoalan koordinasi birokrasi, penelitian ini 

menunjukkan bahwa hambatan komunikasi 

juga dipengaruhi oleh desain layanan publik 

yang belum responsif terhadap keragaman 

kebutuhan disabilitas. 

Keterbatasan implementasi juga 

dipengaruhi oleh minimnya dukungan 

sumber daya. Unit Layanan Disabilitas (ULD) 

bidang ketenagakerjaan memang telah 

dibentuk, tetapi kapasitas operasionalnya 

masih terbatas akibat keterbatasan anggaran 

dan sumber daya manusia. Akibatnya, 

program pelatihan dan pendampingan kerja 

berjalan tidak konsisten dan lebih bersifat 

formalitas administratif, bukan sebagai 

instrumen perluasan akses kerja yang 

berkelanjutan. 

Terbatasnya kapasitas birokrasi terlihat 

dari minimnya tenaga pendamping dan belum 

tersedianya kompetensi pelayanan yang 

adaptif terhadap kebutuhan disabilitas. Dalam 

beberapa kasus, pekerja disabilitas hanya 

ditempatkan pada pekerjaan sederhana 

dengan interaksi terbatas karena dianggap 

dapat menghambat proses kerja. Situasi ini 

menunjukkan bahwa eksklusi tidak selalu 

muncul dalam bentuk penolakan langsung, 

tetapi juga melalui pembatasan peran kerja 

yang dianggap “wajar” dalam praktik 

organisasi. Temuan ini berbeda dengan 

(Sihombing et al.,2025) yang lebih menekankan 

aspek teknis kapasitas SDM. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas 

birokrasi tidak hanya berdampak pada 

kualitas layanan, tetapi juga pada posisi sosial 

penyandang disabilitas dalam struktur kerja 

formal. 

Selain itu, pemerintah daerah belum 

memiliki data terpilah berdasarkan gender 

dan ragam disabilitas yang dapat digunakan 

sebagai dasar penyusunan program maupun 

evaluasi kebijakan. Akibatnya, kebijakan yang 

dirancang cenderung bersifat umum dan 

belum mampu menjangkau kebutuhan 

spesifik kelompok sasaran. Ketiadaan data 

tersebut menyebabkan perempuan 

penyandang disabilitas diposisikan dalam 

kategori umum “penyandang disabilitas”, 

sehingga aspek gender dan kerentanan sosial 

mereka tidak terlihat dalam proses 

perencanaan kebijakan. 

Kondisi serupa tampak pada aspek sarana 

dan prasarana pelayanan publik yang belum 

sepenuhnya aksesibel. Fasilitas dasar seperti 

ramp, toilet aksesibel, dan media informasi 

adaptif masih terbatas di sejumlah instansi 

pemerintah maupun lingkungan kerja formal. 

Hambatan tersebut membuat sebagian 

penyandang disabilitas harus bergantung 

pada bantuan orang lain untuk mengakses 

layanan publik. Dalam konteks ini, 

keterbatasan infrastruktur tidak hanya 

menghambat akses fisik, tetapi juga 

memperkuat pandangan bahwa aksesibilitas 

masih diperlakukan sebagai pelengkap 
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layanan, bukan bagian fundamental dari 

pelayanan publik yang setara. 

Secara keseluruhan, lemahnya 

komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber 

daya, dan belum aksesibelnya lingkungan 

pelayanan saling berkaitan dalam membentuk 

hambatan implementasi. Keterbatasan 

anggaran berdampak pada rendahnya 

penyediaan fasilitas dan media komunikasi 

aksesibel, yang pada akhirnya mempersempit 

partisipasi penyandang disabilitas dalam 

program ketenagakerjaan. Dengan demikian, 

hambatan implementasi terbentuk dari relasi 

antarfaktor birokrasi yang saling memperkuat, 

bukan dari satu faktor tunggal. 

Kelemahan Institusional dan 

Implementation Gap. Meskipun pemerintah 

daerah menunjukkan sikap yang relatif 

terbuka terhadap kebijakan ketenagakerjaan 

inklusif, komitmen tersebut belum 

sepenuhnya terlembagakan dalam agenda 

birokrasi secara berkelanjutan. Isu disabilitas 

masih diposisikan sebagai program tambahan 

yang bergantung pada ketersediaan anggaran 

dan prioritas pembangunan lainnya. Situasi ini 

menunjukkan adanya jarak antara komitmen 

normatif kebijakan dan praktik implementasi 

di tingkat birokrasi daerah. Dengan demikian, 

keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan 

oleh regulasi formal, tetapi juga oleh 

kemampuan institusi dalam menerjemahkan 

prinsip inklusivitas ke dalam layanan publik 

sehari-hari. 

Kesenjangan tersebut terlihat dari belum 

tersedianya regulasi teknis maupun SOP 

khusus terkait ketenagakerjaan disabilitas di 

tingkat daerah. Aparatur pelaksana masih 

mengandalkan regulasi nasional yang bersifat 

umum tanpa petunjuk teknis operasional. 

Dalam kondisi ini, aparatur tingkat bawah 

(street-level bureaucracy) memiliki ruang 

diskresi yang besar dalam menentukan bentuk 

layanan yang diberikan. Ketika pemahaman 

aparatur terhadap isu inklusivitas masih 

terbatas, pelayanan cenderung mengikuti 

standar umum birokrasi tanpa 

mempertimbangkan kebutuhan spesifik 

kelompok rentan. 

Tidak adanya mekanisme kelembagaan 

yang jelas juga berdampak pada lemahnya 

koordinasi lintas sektor. Pelibatan organisasi 

penyandang disabilitas dalam perencanaan 

maupun evaluasi program masih bersifat 

insidental. Akibatnya, pengalaman langsung 

penyandang disabilitas belum menjadi dasar 

utama dalam penyusunan kebijakan. Kondisi 

ini menunjukkan bahwa implementasi 

kebijakan masih berjalan secara sektoral dan 

belum berkembang menuju pola collaborative 

governance yang inklusif. 

Permasalahan institusional tersebut turut 

memengaruhi cara birokrasi memahami isu 

diskriminasi. Sebagian aparatur masih 

memandang diskriminasi hanya dalam bentuk 

tindakan langsung, padahal dalam praktiknya 

hambatan lebih banyak muncul dalam bentuk 

tidak langsung, seperti keterbatasan 

komunikasi dan minimnya adaptasi 

lingkungan kerja. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa birokrasi masih berorientasi pada 

pendekatan administratif yang menekankan 

keseragaman layanan, bukan pada prinsip 

equity governance yang mempertimbangkan 

perbedaan kerentanan antar warga. 

Hasil penelitian ini memperkuat temuan 

(Warganegara et al., 2025) bahwa keberhasilan 

kebijakan inklusif sangat dipengaruhi oleh 

kapasitas kelembagaan dan komitmen 

implementasi di tingkat daerah. Penelitian ini 

menyoroti bahwa lemahnya institusionalisasi 

kebijakan dapat membuat pelayanan publik 

berjalan secara simbolik. Akibatnya, kebijakan 

yang tampak netral pada praktiknya tetap 

menghasilkan ketimpangan akses bagi 

kelompok rentan. 

Triple Marginalisasi Perempuan 

Penyandang Disabilitas. Penelitian ini 

menemukan bahwa perempuan penyandang 

disabilitas mengalami kondisi yang berbeda 

dibandingkan laki-laki penyandang disabilitas. 

Jika laki-laki penyandang disabilitas masih 

memiliki dorongan sosial untuk bekerja 

meskipun menghadapi keterbatasan, 
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perempuan penyandang disabilitas lebih 

sering diposisikan dalam ruang domestik. 

Situasi ini menunjukkan bahwa hambatan 

yang mereka alami tidak berdiri sendiri, tetapi 

merupakan hasil pertemuan berbagai bentuk 

ketidaksetaraan. 

Dalam konteks tersebut, istilah “triple 

marginalisasi” digunakan untuk 

menggambarkan kondisi ketika perempuan 

penyandang disabilitas mengalami 

ketidaksetaraan akibat persilangan faktor 

gender, disabilitas, dan kelemahan struktural 

implementasi kebijakan. Ketiga faktor ini 

bekerja secara simultan dalam relasi sosial dan 

birokrasi, sehingga menghasilkan bentuk 

eksklusi yang lebih kompleks. Dengan 

demikian, perempuan penyandang disabilitas 

tidak hanya menghadapi hambatan sebagai 

perempuan atau sebagai penyandang 

disabilitas, tetapi juga sebagai kelompok yang 

berada dalam struktur kebijakan yang belum 

responsif (Pirmasari & McQuaid, 2023). 

Bentuk marginalisasi tersebut terlihat dari 

pengalaman sebagian informan yang belum 

pernah melamar pekerjaan karena adanya 

pembatasan keluarga terhadap aktivitas di 

luar rumah. Kondisi ini menyebabkan mereka 

tidak memiliki pengalaman kerja, tidak 

mengikuti pelatihan keterampilan, dan 

memiliki ketergantungan ekonomi yang lebih 

tinggi dibandingkan laki-laki penyandang 

disabilitas. 

Kondisi tersebut semakin diperkuat oleh 

lemahnya distribusi informasi kebijakan. 

Ketika akses informasi lebih banyak diperoleh 

melalui jaringan informal, perempuan 

penyandang disabilitas menjadi kelompok 

yang paling rentan tertinggal karena 

keterbatasan mobilitas sosial. Dalam situasi 

ini, posisi mereka sebagai perempuan, 

penyandang disabilitas, dan kelompok dengan 

akses sosial terbatas saling memperkuat dalam 

membatasi peluang kerja. 

Hambatan lain muncul dalam lingkungan 

kerja yang belum sepenuhnya adaptif. Dalam 

beberapa kasus, perempuan penyandang 

disabilitas ditempatkan pada pekerjaan 

administratif sederhana tanpa peluang 

pengembangan kapasitas karena dianggap 

kurang mampu berinteraksi secara luas dalam 

lingkungan kerja. Akibatnya, mereka lebih 

sering ditempatkan pada posisi dengan 

mobilitas dan interaksi terbatas dibandingkan 

pekerja lainnya. Situasi ini memperlihatkan 

bagaimana stigma gender dan disabilitas 

bekerja secara simultan dalam menentukan 

posisi kerja. 

Temuan ini menunjukkan bahwa 

perempuan penyandang disabilitas 

mengalami tiga lapisan marginalisasi, yaitu 

berbasis gender, disabilitas, dan struktur 

kebijakan. Ketiganya saling memperkuat dan 

menghasilkan pengalaman eksklusi yang lebih 

kompleks dibandingkan kelompok lainnya. 

Implikasi terhadap Administrasi Publik 

Inklusif. Temuan penelitian ini menunjukkan 

bahwa keberhasilan kebijakan ketenagakerjaan 

inklusif tidak dapat diukur hanya dari 

keberadaan regulasi formal. Implementasi 

kebijakan yang tidak didukung komunikasi 

aksesibel, kapasitas birokrasi yang memadai, 

koordinasi lintas sektor, dan mekanisme 

partisipasi yang kuat berpotensi menghasilkan 

pelayanan yang bersifat simbolik. 

Penelitian ini menegaskan bahwa 

tantangan utama implementasi kebijakan 

inklusif terletak pada kemampuan birokrasi 

untuk bergerak dari pendekatan prosedural 

menuju responsif terhadap keragaman 

kebutuhan warga. Pelayanan yang tampak 

setara secara prosedural justru dapat 

menghasilkan ketimpangan bagi kelompok 

dengan hambatan sosial yang lebih besar. 

Selain itu, implementation gap tidak hanya 

berkaitan dengan aspek teknis administrasi, 

tetapi juga dengan bagaimana birokrasi 

mendistribusikan akses pelayanan. 

Keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi, 

dan minimnya fasilitas aksesibel saling 

berkelindan dalam membatasi partisipasi 

penyandang disabilitas. 

Penelitian ini memperluas kajian 

implementasi kebijakan dengan menunjukkan 

bahwa kebijakan yang tampak progresif secara 
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normatif belum tentu menghasilkan inklusi 

substantif. Dalam praktiknya, birokrasi tidak 

hanya berpotensi gagal mengurangi 

ketimpangan, tetapi juga dapat mereproduksi 

ketimpangan melalui distribusi akses yang 

tidak setara. Oleh karena itu, analisis 

implementasi kebijakan perlu dipadukan 

dengan perspektif interseksionalitas agar relasi 

antara birokrasi, kekuasaan, dan ketimpangan 

sosial dapat dipahami secara lebih kritis. 

Dengan demikian, implementasi kebijakan 

tidak hanya dipahami sebagai proses 

administratif, tetapi juga sebagai arena 

distribusi akses dan kekuasaan sosial 

(Thompson et al., 2026). 

IV. KESIMPULAN 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa 

implementasi kebijakan ketenagakerjaan 

inklusif di Kota Palangka Raya masih belum 

berjalan optimal akibat lemahnya komunikasi 

kebijakan, keterbatasan sumber daya, 

rendahnya dukungan kelembagaan, serta 

belum adanya regulasi teknis dan koordinasi 

lintas sektor yang memadai. Kondisi tersebut 

menyebabkan terjadinya kesenjangan antara 

kebijakan normatif dan praktik implementasi 

di lapangan. Akibatnya, perempuan 

penyandang disabilitas mengalami 

marginalisasi berlapis yang terbentuk melalui 

persilangan faktor gender, disabilitas, dan 

kelemahan implementasi kebijakan. 

Kontribusi teoretis penelitian ini terletak 

pada integrasi model implementasi kebijakan 

George C. Edwards III dengan perspektif 

interseksionalitas dalam menganalisis 

kebijakan ketenagakerjaan inklusif bagi 

perempuan penyandang disabilitas. Penelitian 

ini menunjukkan bahwa keberhasilan 

implementasi tidak hanya ditentukan oleh 

aspek administratif dan birokratis, tetapi juga 

dipengaruhi oleh relasi sosial yang 

membentuk kerentanan kelompok sasaran. 

Melalui integrasi kedua perspektif tersebut, 

penelitian ini memperlihatkan bahwa 

kelemahan implementasi kebijakan dapat 

mereproduksi ketimpangan sosial dan 

menghasilkan triple marginalisasi terhadap 

perempuan penyandang disabilitas. 

Secara praktis, temuan ini memberikan 

rekomendasi agar pemerintah daerah 

memperkuat implementasi kebijakan 

ketenagakerjaan inklusif melalui penyusunan 

regulasi teknis dan SOP yang responsif 

terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. 

Penguatan kapasitas birokrasi juga perlu 

dilakukan melalui penyediaan anggaran yang 

memadai, peningkatan kompetensi aparatur, 

pengembangan sistem data terpilah berbasis 

gender dan ragam disabilitas, serta 

penyediaan layanan dan media informasi yang 

aksesibel. Selain itu, pelibatan organisasi 

penyandang disabilitas secara partisipatif 

dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi kebijakan perlu diperkuat agar 

implementasi kebijakan lebih responsif 

terhadap pengalaman kelompok sasaran. 

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan 

untuk melakukan studi komparatif pada 

berbagai daerah guna melihat variasi 

implementasi kebijakan ketenagakerjaan 

inklusif dalam konteks sosial dan 

kelembagaan yang berbeda. Penelitian 

lanjutan juga dapat mengembangkan 

pendekatan yang lebih partisipatif untuk 

menggali pengalaman perempuan 

penyandang disabilitas secara lebih mendalam 

dalam konteks dunia kerja dan pelayanan 

publik inklusif. 
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